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LEMEBARANDAERAH KABUPATENSAROLANG UN

NOMOR: 08 TAHUNZ005 SERI . C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SAROLANGUN

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

[AN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT SAROLANGUN,

Menimbang:

9]

. bahwa seiring dengan kemajuan dan

perkembangan  limu  Pengetzhuan  dan
Telnoogi (IPTEK) pada era globelisz g szat
ini  dibutthkan  tenaga  kerja  vang
professonaldanberiualites

. hahwa tenaga lerja yang professonal dan

berkuzlitas terszbut akan terwujud apabia
di latih oleh lemhaga Pelatihan Kerja yang
berkualitasdan memenuhi gandar;

bahwa verdasarkan pertimbangan
sebaggimana di maksud dalam huruf a, dan
b, perlu di atur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten  Sarolangun  tenteng lzin
Penvyelenggaraan Pelathan Kerja.

e e e

> PerdaXab Sorolangun Ttg Izin Pergpelenggor aun 1



Mengingat

L)

[\ ]

[As]

[ay)

~1

. Undang-undang MNomar 8 Tahun 1856

tentang Pembentulan Dasrah Otonom
Kota Besar Dalam Linglungan Daerah
Propind Sumatera Tengah {(Lembaran
MNegara Tahun 1856 Mamor 203,

. Undang-undang MNomar 8 Tahun 1881

tentang Kigb Undang-undang Hulum
Acara Pidana {Lerrbaran MNegara Tahun
1881 MNomor 70, Tambahan Lembaran
Megara Momor 3208);

. Undang-undang Mormor 34 Tahun 2000

tentang Perubzhan atas Undang-undang
Momor 18 Tahun 1827 tentang Pajak
Derah dan Retribus Daerah (Lembaran
MNegara Tahun 2000 Nomar Tambahan
Lembaran Megara Momor 40213,

. Undang-undang Momor 54 Tahun 1888

tentang Pembentukan Kabupatzn
Sarclangun, Kzhupaten Tebo,
Kabupaten Muaro ambidan Kabupaten
Tanjung  Jabung Timur  {Lembaran
Negara Tahun 1888 MNomor 182,
Tambahan Lembaran Negara 3803);

. Undang-undang Momor 13 Tahun 2002

tentang Ketenage Kerjaan (Lembaran
Negara Tahun 2003 MNomor 39,
Tambahan Lembaran Megara Nomaor
4278);

. Undang- undang MNomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Dzerah
(Lembaren Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4437);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1883 tentang Pelzksanaan Undang-
undang MNomor & Tahun 1881 tentang

¥ PerdaKab Swdangun Tig lzin Perpelenggar aaxn 2

Kitab Undang-undang Huikum Acara
Pidana (Lembaran MNegara Tahun 1983
Nomor €, Tambahan Lenmbaran Negara
Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun
1891 tentang Lathan Kerja (Lembaran
Megara Tahun 1881  MNomor 82,
Tambzhan Lembaran MNegara Momor
3458y,

9. Peraturan Pemerintah Momar 25 Tahun
2000 tenteng Kewenagan Pemerintah
dan Kewenangan Proping ssbagai
Daerah Ctonom (Lembaran MNegara
Tahun 2003 MNemor 54, Tambahan
Lembzran Nagara Momeor 3852);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2001 tenzng Retibus  Dzerah
tLembaren MNegara Tahun 2001 “Nomar
118, Tembzhan Lerrbzran  Megara
Momor 41387,

11 Keputusan Presden Namar 88 Tahun
1€88 tentang Fembinzan Kursus dan
Lembagz FPelzethan Kerja (Lembaran
Negara Tahun 1288 Nomor 3248,

12 Keputusan Presden “omor 44 Tahun
1668  tertang Teknik Penwsinan
Perauran Ferundang-undangan dan
Bentuk Rzncangen  Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancanganr Keputusan Ppredden
(Lembaran MNegsra Tahun 1992 Namor
70y,

13.Peraturan Caerah Kabupatzn
Sarolangun MNomoar 14 Tahun 2004
tentang Susunan Organisads dan Tats
Kerja  Dihas Tenaga Kera dan

¥ Perda Kab. S dangun Ttg lzin Perpelenggar aar 3
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Transmigras  Kabupaten  Sarolangun
{Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomar
14 Seri D Mo, 10);

Dengan Perssujuan Bersama

DEWVY AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KAB UPATEN
SAROLANG UN
dan
BUPAT] KABUPATENSAROLANG UN

W Eld UT USKAN:

Menetaplan © PERATURAN DAERAH TENTANG 1Z1
F PENYELENG GARAAN PELATIHAN KERJA
KABUPATENSAROLANG UN

BAB |
KETENTUAR URIU
Fasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksad dengan :

1) Daerah adalah Deerah Kabupaten Sarclangun;

(2‘1 Pemerintah Dzerah adalah Kepzla Daerah Besrta DPRC
Kabupaten Sarclangun Otonom yang lain sehagai Badar
Eksz autif Dazrah Kebupaten Sarolangun,

(3) Kepale Dagrah adalah Bupat! Saralengun;

(4) Dinas Tenaga Kera dan Trangmigras Kabupaten
Sarnlangun; . o

(51 Kepalz Dinas adalah Kepala Dinas Tenhaja Kerg
Kabupaten Saralangun; , .

(6) KasDaerah adalah KasDaerah Kabupaten Sarolangun,

(7) Tenaga Kerja adalah sstiap orang yang mampu mela ku kan

Y Perda Kab. So ol angun Ttg lzin Peryelenggar aarn 4

> PerdaKab Sordargur Tiglzn Perpelenggaraan

pelerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerp
guna menghasdikan barang dan jasa dengan mengaung kan
keterampilan  tertents untuk  memenuhi kebutuhan

ma Syara kat;
(8) Lathan Kerja adalah kesluruhan lkegiatan  untuk
memberiken, memperaleh, meninglatkan sarg

menegembanglan keterampilan, produltivitas di splin,
skap kerja dan efos kerja pada tinglat keterampilan
terteniy berdasarian persyaratan jabatan terientu yang
pelaksanaannya lebih menguiamalan prake k dariteori;

(99 Pelathan Kera zdalah kessluruhan  legiaten untuk
memberikan, mernperoleh, meninglatkan s=r
mengentangkan kompetend kerje, produksivitasg, di splin,
skap dan etoskerje szsuai dengan jenjang dan kualifikas
jabatan ateu pelerjzan;

(10) Lembaga Latihan Kerja adalah suatau badan, organisas,
indang atu lembagza yang meyelenggarzban lathan kerg
bagiangkatan kerjz;

(11} Surat Ketztapan Retibudg Daerah vang =lkenjutye di
sngkat SKRD adzlah Surat Keputusan yang menentubkan
besrnya jumlahretibe g yang terhitung;

{12) Surat Taguhan Retribus Daeragh yang selanumya di
snakat STRD adzleh Surat untuk melakuken tzginan
refbus dan ztau sanks adminigras bungz dan atau
denda;

{132) Penyidik adzlah ssranglzian tindalan yeng dilakukan oleh
Penyidik Pegawei MNegeri Sipil unuk mencari serg
rmengumpullan buldi, yeng dengan buidi iu membua:
terang tincak pidana di bidang Retitus Deerah yang
terjadi s2rta menemulan tersanglanya;

{14) Penvidik adalah Penvyicik Pegawei Nege:i Sipil yang di ben
tugas melalukan Penyidik herdas-legn perundang-
undangan yang berlalu .

(2



B&B I

JENIS PELATIHAN
Pasal?

8

glathan Kerja
(2) Pe . salarr
digolonglan dalambeberapa jenis yang terdiridart

2. Pelathan O tomoftf

b Pelatihan EleMronika

o, Pelzthan Tata Ras

d. Pelathen Telnid Komputer
e. Pelatihan Teknis Melenik
f Pelatihan Perhotelan

g. Pelatihan Tatz Baga

h. Pelatihen iengemudi

i, Pelathen Telelomunikas
j. Pelatiren Keszhatan

k Pelatihen Baby Sitter

|, Pelathanhenjahit
m. Pelatihzn Bordir

ELE I
KETENTUAN PERIZINAN
FPasal3

Setiap orang atau badan yang menwlenggarg%gp _usaha‘
pelathan kerja bagi masyarakat umum harus memiliki izin dari

Kepala Daerah
Pasal4

Untuk memperoleh izin szbagaimana di maksud dalam

Pasal 3 harus mengajulkan permohanan szi@ra terulis ke pada
&

% Perdukab Saroargun Ttg I Perpelenggar aan

{11 Setiap orang atau kadan herhak menyelenggarakan
P

i s
lathan Kerja ssbagaimana di maksud dalam avet (1}

Kepala [merah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigras dengan melampirkan persyaratan sbagaiberikut

)

[

Fota Copy Ale Notaris Pendirian Lembaga bagi yang
berbadan hulum

Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha (SITLY

zanda Buldi Kepemilikan Sarana dan Prasarana Pelatihan
ETa

Kurikulum dan silabusPelatihan Kerja
Sstgul«ﬁu; Crganiss dan Tata Kerja
Daftar Riwayat Hidup Ingruktur Pelatihen Kerja
PasPhoty Penanggung javeb pelatihan 3 x 4 sshanyak 4
lembar
Pasals
Sebelum  izin penvelenggarazn pelathan  lerje

dike luarkanditerbitikan, terlebih dzhulu dile kukan penelitian
kelengkapzn dan leabsshan persraratan izin ssbagaimna
di mzksud dalam Pesal 4 i
Apebila Persyaraten Admindras szhagaimena di maksud
dalam ayat (1) cinvatekan lenglkep, male dilalukan
penelitien lapzngan

Fasalb

Penelitian Lapangan shagaimzna di mzksud dalam Pasal
5 ayat (Z) dilakulan oleh petugas stelah pergaratan di
terima s carz lenglap

Hasdl penelitizn lapangan :bagaimana di maksud dalam
(1), di buat dalam Berite Acara =hagai bahan
perimbangan bagi Kepala Daerah dalam penerhitan izin

Pagal7... .

¥ PerdaXabh a'_'.x'a?'daf(.gur(_ Ttg Im‘Pe?gvé’?en.,gga}-aan 7
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(2]

FPasal ¢

Dalam jangla waku paling lama ¥ (juh) hari kerja =jak

dilelukan peneltian lapangan, maka Kepala Daerzh
melalui Dinas Tenaga Kera dan Trangmigras zkan
memberiken jawaban scara teriulis mengenai dikabulkan,
dissmpurnalan atau ditvlzknvya permohonarn;

Permohonan  vang di  tolak atau dissmpurnalan
shagaimans di maksud dalam ayat (1), di szriai dengan
alasen penclaken atau penyempurnaan;

Apabila  dalem jengke walu 7 (djub)  har kerje
s=bzgaimana di maksud dalamayat (1), tidakdisarmpaikan
jawaban tertulis yang menyatakan dikabullan, di tolakdan
dissmpurnalannye  permohionan,  maka  permohonan
dengan sandirinya dikabulkan;

lzin penyelenggarazn pelatihan kerjz

dike luarianiiterbitkan paling lama 7 {ujuh) hari kerja =jak

permohonen dinyates kan dikabulkan;

Apzbila dzlarm jangle wakiu 7 (fujuh) hari lkerja =jek

pernyatazn dikabulian tetspi surat izin penyelenggaraan
belury dietbitken, meka surat izin dienggap telah
diterbitkan.

Pasal 8

lzin penyelenggarazn pelathan kerja di tanda tangani oleh
Kepale Caersh dan dasat didelegadkan kepada Kepala
Dinas Tenhaga Kerja dzn Trangmigras atau Pejadbat yang di
tunju k A
Pendelegasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

e ot A e e e e S e e e e e e e A O e,

T3 PerdaXab Sar dargun Ttg lzin Penpelenggar aan &

Fasal®

1. lzin penyelenggaraan pelathan kerja berlzbu salama 3 (tiga)
tahun dan dapat di perpanjang kembali apabila hahis mass
herlalunya

2. Perpanjangan izin sshagaimana di maksud dalam ayat (1),
harusmelampirkan persyaratan izin dimaksud

Pasal 10

lzin penyelenggaraan pelathan kerja tidak dapat dialhalan
kepada phak lain atau lokad lgin, kecuali setelah mendapat
peretijuanteriulisdari Kepala Ceerah

Pasal 11

1. Bagi Lembaga pelatihan kerja yang akan menambsah jenis
pe‘cttb n kerjanye teriekih dahuly hares mendepat izin dar
Kepale Daerah

2. Untuk memperoleh izin penambzhan jenis pelatihan kerjz
sshagaimana di meksud dalam ayat (17 dilakukan cengan
melampirkan persyaretan =hagai berikut

a. Kuritulumdan slabuspelathan kerja yangberu;

b. Daftar namez dan riwavat hidup ingrukur ppla‘uhan kerjz
untukprogrambaru;

c. Tanda bukli lepemililen atau penguaszan sarena dan
prasarana pelatihan kerjg untuk programbarc.

Fasal12

1. Apabila pemegang izin menghentilen atau menutup

usahanya, maka pemegang izin harus memberitahulan dan
mengembalikan izinnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigras;

¥ PerdaXab Sorodangun Tiglzin Penpelenggwr ain Q
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Pemberitzhuan dan pengembalian izin szbagaimana di
maksud dalam avat (1), dilakukan palin lambat 1 {Satu)
bulan sjakpenghentian kegiatannya

BAB IV
FEMBINAAN DAN PENG AVWASAN
Pasal 13
Pemerintah Caerah berwenang melaksanalan pembinzan,
pengawasen  den  peneriban  terhadap  kegiatan
penyelenggesraan ~elatihan Kerja,
Kewenangan ssbagaimana di maksud dalam ayat (1)
meliput  penyluhzn, bimbingan telnis, supevis dan
pemberian  sanks  terhadap  pelenggarean dalam
memoeriken pelevanan kepada maszralat.
FPasal 14
Perbinaan, pengawasan dan penertiban diakulan oleh
Dings Tenaga Kzrja dan Trangmigras helerja sama
denganinsangtarka't;
Dalam rangka pembinean, pengawesan dan peneriban
s=bagaimana di maksud dalam ayat {1} dapat di bentuk
Timyang ditetapkan cengan Keputussn Kepala Daerah.
Pasal 15
Untuk  mempermudah  pembinaan, pengawasan  dan
penertiban terhaczp izin yang dberikan maka stiap
pemegang izin harus melakukan pedaflaran ulang st
kali sstahun;
> PerdaXab. Sar o argurn Tt o Izin Pe .?g- ele nggar dar 10

-

2. Pendaftaran Ulang sbagaimana di maksud dalamayat (1)}
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal
jatuh termpo;

Setisp  pendafaran ulang dikenakan retibus seal
dengan ketentuan dalam peraturan ini;

Keterlambatan Pendafaran Uang dikenakan sanks
adminigras berupa denda 2 % (dua persn) sstiap bulan
dari jumizh retribus yang harusdibavyar,

A

Lo

BABV
RETRIBUSI
Bagian Pertana

Hama,Objek dan Subjek Serta G obongan Retribusi
Pasal 16

Dengan Mama Retibud izin penyelenggaraan pelatihan
kerja, dipungutretribus ataspelayanan pemrherian izin

Pasal 17

Objek Retribus adzlah peleyanan pemberian  izin
penyelengoaraan pelatihan kerja

Pasal 18

Subjek Retribud adzlah stiep orang atau badan yang
memperaleh selayanan penetiban izin . menyelenggarakan
pelatihan kerja

Pasal 19

Retribud izin meneyelenggarakan pizlatihan kerja di golonglan
scbagai Retribus Perizinan tertentu
¥ PerdaKab Sarolangun TtglzinPeny elenggar aan 11




Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Fasal 20

Tinglat penggunaan jesa divkur herdasarkan atas jgnis

pelayanan yang diberikan

Bagian Ketiga
Frinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi
Pasal 21

Prinsp dan sasarar delam penstapan besrnya terf

refibus di dasarlken peda ftujuan untuk biaya pelayanan
Ldminigtras dan Operzsonal

Bagmaa Keempat

Stiuktur dan Besanna TYar¥ Retribusi
Pasal 22

Setiap orang atau bacdan vyang menyelenggaralan
pelatihan kerje wajib rmembavar retribu g;

Besarnya tariff reribus baik izin baru maupun pendaftaran
ulang perahun ditetapkan s=bageai herikut

a. Pelathan Otomotf ............. O Rp.200.000.
b. Pelathan Elekronika ... Rp.100.000,
¢. PelathanTate Rizs..............o Rp.100.000,
d. Pelatihan Teknis Komputer............... Rp.100.000-
g. Pelatihan Telnid Melenik................. Rp.150.000-
f. Pelatihan Perhotelan................. Rp.100.000-

3 PerdaKab Swdangun T TLgIszergseZengga:raﬂ*t 1z

g. PelathanTate Boga......................... Rp.100.000-
h. PelathanMengemudi ................... Rp.100.000-
i. Pelatihan Bahy Sitter......... £ 328+ 1 Bl B Rp.100.000-
J. Pelatihan Telelomunikas............... Rp . 100.000-
k. Pelatihan Keszhatan......................... Rp.150.000-
l. PelathanMenjahit........... TR Rp150.000-
m. Pelatihan Bordir........................ . Rp150.000-

EBagian Kelima

Wikayah dan Tata Cara
Pemungutan Retribusi

Pasal 23
Wilayah Pernungutanretibtus adalah Kabupaten Sarolangun
Pasal 24
1. Permungutendilalukan dengan menggunalar SKRD;
<. Hagl pemunguien sebagaimana di maksuc ayat (1), di
setor ke kasdaeran paling lama 1 x 24 jam;
3. Indans pemungut adalah Dinas Tenzga <Xerja dan
transmigrad.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran

Pasal 25
1. Pembayaranretibusd harusdilunas sslaligus
Z. Pembayaran diakulan di Kas Caerah melalui Dinas
Pencapatan dan Kekayaan Daerah
3. Setiap pembayaran diberilan tanda bukii pembayaran dan

di catat dalam bulu penerimaan

> PerdaKab Sorolangun Tteglzin Penyelenggar can 15
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Apabila peringaten :bagaimana di maksud dalam avat (2)
tidak diindahlkan, maka dilakulen pencbutan izin dan
penghentian kegiaten secara paksa;

Bagi pengusaha yang izinnya tlah di @but tidak
dibenarlan melalukan kegiatan usshanya lagi .

BAB Vil

PEKYIDIKAN
asal 32

Pejabat Pegawai Megeri Sipil tertentu di linglungan
Femerintah Daerah di bcri wewanang khudls sehagal
penyidik untuk melakiken penyidikan tindak pidana di
hidang izin penwelenggaraan pelathan kerjza;

Wewenarg penvidik szhagaimana di maksud ayat (1)
adalzh :

a. Menernma, menci, mengumpulkan dan menelii
keterzngan atau laporan berlenaan dengan tindak
pidana dibidang izin penyelenggarzan pelatihan kerja,

b.  Menelti, mencri dan mengumpdlkan  lketerangan
mengenai orang pribadi 2tau  badan  tentang
kehenaran perbuaten yang dilakukan  shubungan
dengzn tindax pidana di bidang izin penyelenggaraan
pelatinzn keija;

¢. Meminta leterangan dan 2arang huldi dari orang
pribedi atau badan shubungan dengan tindak pidana
dibidang izin penwelenggaraan pelatihan lerja;

d. Memeriksa bulu-buku catatan dan columen-dokumen
fain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
penvelenggaraan pelatihan kerja;

» PerdaKab. Sorodl argur Ttg fzin Pe @WMI 5]
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g, Melakuia penggeledahan  untuk  mendapatkan
barang bu%ﬂ pembukuzn, pencatatan dan dokumen-
dolumen lzin sere melakulan pensitaan terhadap
barang bulditerszbut,

f Meminte bhantuan tenaga 2hli dalam ‘ra_ngka
pelaksanaan wge spenyidikan tindak pidana di bidang

B N

penvelenggaraan pelathan kerja;

g. Menyuruh berhentl dan atu melarang sszorang
meninggallken ruangan atu  tempat peda =at
pemerikssan s:dang berlangaung dan memerikss

identitas orang dan atau dolumen yanq di hawe
szhagaiamana di maksud pada hurufe

h. Memotet sexorang yang be keitan dengan tindak
nidana dibideng penyelenggarazn pelathan lerja;

i. Ix.r‘;emangsjil aczng untk di cengas keterangan dan di
periksa sehacei ersenghke atau sanks;

j. Menghentikan penyiciten;

k. Melakilen dncakan lain yang periu uniuk kelancaran
penyidiken tincak pidana di bidarg peng«elcngaaraan
pelathen kefja.

3. Penyidikan ssbagaimana 4i maksud dalam  ayat (1)

memberitahLlan  saat  dimulaingg  penyidikar  dan
menyampaikan hadl cemyidilan lkepada penuntut umum
melalui koordinas penyicik POLR

BAB X .. ...

e e e e

s



BAB IX
KETENTUANPIDANA
Pasal 33

1. Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi ketentuan
szhagaiamana di maksud dalam Pasal 28 di anam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda
palingbanyak Rp.5.000.000 - (lma juta rupizhy;

. Tindzk pidana =hbagaimana di maksud dalam ayat {1)
adalah pelanggaran: -

. Denda sshagaimana di maksud dalam ayat (1) di s2tor ke
KasDaerah; -

[ o]

ry

EAE X

KETENTUAN PERALIMAN
Pasal 34

| Bagi penyelenogarz pelatihan kerja yang izinhya telah
dfterbit}@n szhelum  Feraturan Daerzh  ini diundangtkan,
dinyatalan masn tetap  berlz ky dengan ketsntuan harus
menye suaikan dergan Perawran Dazsrah ini paling lambat 6
{enzm) bulzn. i

EAB XI

KETEKTUAN PENUTUP
Paszl 35
Dengan berlakurya Peraturan Caerzh ini makz segak

ketentuan yang ada dan berentangan atau tidak seuaj dengan
Peraturan Daerah inidinyatzkan tidak berla ly laqi

Pasal 36

Petunjuk telnispelaksanaan Perauran Deerah ini alan di
atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 37

Peraturan Daergh ini mulai heralu pada tanggal
diundanglan

Agar s=tiap orang depat mengetahuinya, memerintzhlkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya,
dalam Lembargn Dasrah Kote Jambi.

Ditetapkan di Sarolangun
FPada tanggal 2005

BUPATI SARCLANG UN,

Dto

H. MUHAMMMAD MADEL

Disztujui oleh Dewan Pervakilan Rakyzt Daerah Kabupaten
Sarolangun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupatzn Sarclangun. ~

Nomor © 18 Tahun 2005
Tangaal o 18 September 2005
Tentang : Perstujuan DFRD Kab. Sarolangun

terhadap  Ranwngan  Peraturan  Daerah

(Raperda) Kab. Sarclangun menjadi Peraturan

Daerah (Perda) Kab. Sarolangun Tahun 2005.
Diundarngtan... ..
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Piundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun LEMBARAN DAERAH K &EUP ATEN SAROL ARG UN

. 08 TAHUN 2005 TAHUN 2005

MNomor

MOMOR: 08 TAHUN 2005 SER! : C NOMOR : 3
Tanggal : 19 O Kober 2005

PENJELASANFERDA KABUPATEN SAROLANG UN
Seri y

NOMOR : 08 TAHUN 20045
Momor . 02
. TENTANG

IZINPENYELENG G ARAANPELATIHAN KERJY

Diundangkan di Saralangun
Fada tanggal 2005 . PENJELASAN UM U

Dalam rangle penyelenggaraan O tonomi Daerah,

SEKRET ARIS DAERAH diperiukan kewenangan dan lemampuan mengozli sumber
KAEUFATEN SAROLANG UH keuangan <=ndiri yeng di dukung oleh perimbangan
keuangan antara Pemerinteh  Pusst dan  Daerah.

Cto Pemunguten Retibus Jass Penyelenggaraan Pelathan

Kerja i merupaken salah sty sumber pemasulan

Drs. H. HASAN BASRI HARUN : Pendapan Adi Deerah, Penerimaan Daerah bulan Pajak
PEMBINA UTAMA MUDA Maksud dari Pungutan Retibus ini adalah ssbagai lontribus

untuk mendulkung permiiayaan penvelenggaraan Otonomi
Daerah vang s:zlanjutiya dapat dimamfaatian dalam

NIP.430 001243

Pemhbinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja,
MNamun demikian dengan memperhatkan londis
perelonomian MNasonal pada umumnya dan Daerah
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I,

Kabupaten Sarolangun pada khususnya szria kondis dan
Perusashaan dengan
Retribus

mening katkan Pendapan Adi Daerah.

ke mampuan mempertimbanglan

kerbagai aspek mala ini diharapkan dapat
Retribgs‘ yang di pungut, szlanjutya akan
digunakan untuk kesjahteraan Masyarakat Daerah pada

umurnnya dan Tenaga Kerja pada kusunya.

PENJELASAMPASAL DEMIPASAL

Pasal1
PasalZ
Pasal3
Pasald
Pasls
Pasalt
Pasal7?

Culup Jzlas
Cukup Jelzs
Culup Jelas
Culwp Jzlas
Cukup Jz2lzs
Cukup Jzles
Culup Jzles
Pasl& Cukup Jzlas
Pasal8 Cukup Jzlas
Pasal10 Quiup Jelas
Pasal11 Qukup Jelzs
Pasl12 Qukup J2les
Pasal13 Qukup Jzlzs
Pasal14 Qukup Jelas
Pasal18 Qulup Jzlas
Pasal16 Qukup Jzlas
Pasal17 Qulup Jzlzs

| Pasal18 Qulkup Jalas

Pasal18 Qukup Jzlas

¥ Perda Kab Swroangun Ttg lmn Pewpelenggar aan

Pasal 20 Qukup Jelas

Pasl21 Cukup Jelas
Pasl2Z Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas
Pasl24 Cukup Jelas
Pasl25 CQukup Jelas
Pasl26 Qikup Jelas
Pasi2? Qukup Jelas
Pasl28 Cukup Jelas
Pasal29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Qukup Jelas
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas
Pasl 34 Culup Jelas
Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Qukup Jelas
Pasal 37 Cukup Jelas
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